Sub Bagian Humas dan Tata Usaha B

DENPASAR, NusaBah

Pemkot Denpasar telah men- -
cairkan danasebesar Rp 2,6 miliar

untuk pengamanan pilkada, 9 De-
sember 2015. Lambatnya pencai-
ran dana pengamanan pilkada itu
karena masuk dalam APBD pe-
rubahan, serta banyakrya syarat
administrasi yang mesti dipenuhi.
- “Dana pengamanan Pilkada
Denpasar sudah cair. Pencairan
‘dana itu telah dilakukan bagian
keuangan. Dana pengamanan
sudah ditransfer kepada instansi
terkalt,per 19 Oktober 2015,” ujar
Kepala Bagian Humas dan Proto-
kol Pemkot Denpasar IB Rahoela
sembari memperlihatkan bukti
transfer, Selasa (20/10).
Lambatnya pencairan dana ini,
kata dia, karena dana itu diang-
garkan dalam APBD perubahan.
Sehingga Oktober baru bisa ditin-

! Qabu 2 Okdbel 2o(S

_daklanjuti.

5 ain itu, alotnya pen-
cairan dana inji tidak terlepas dari
banyaknya syarat administrasi
yang harus ilengkapi. “Sepan-

berharap dengan
1a fini, dapat berman-
en, igamanan pemilihan
‘ mendamng

an Pilkada Cair

3 diben'takan, Ketua

PK Rl Perwakilan Provinsi Bali

sangat stra. egis. Karena itu, pi-
haknya mendesak agar pencairan
dana-dana pendukung itu harus
segera direalisasikan. Terlebih,
saat ini telah memasuki masa
kampanye yang rentan terhadap
gangguan kamtibmas. “Kami
berharap proses pilwali ini tidak
sampai mengganggu keamanan,

- hamun antisipasinya harus tetap

menjadi perhatian,” ujar Kiana.
Disebutkan, dalam APBD induk

Fraksi Demok i at DPRD KotaDen-  dan perubahan yang telah ditetap-
pasar AA St sputa Ngurah Putra kan, jumlah danayang dialokasikan
_dan Ketua Frgksi Hanura DPRD *  untukkelancaran pilwali, cukup be-
Denpasar IB [Ketut Kiana, ber- sarDanayanédlalokas:kankeKPU
harap agar dana tersebut segera  mencapai Rp 16,6 miliar, Panwas
dicairkan. “Prpses pilwali sudah  dialokasikan sebesar Rp 4,2 miliar,
berjalan. Kargna itu, anggaran  polisi mendapat alokasi anggaran
dana penga 1 nan harus segera  Rp 2,6 miliar; dan TNI sebesar Rp
dicairkan,” kath keduanya. - 548juta.“Ini sudah ketok palu,
. Susruta Q"- yebutkan, dukun-  kalau ada perubahan saya tidak
_gan pengam"n padasaatpilwali  tahujelas Susruta. @n
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fabli, 2l oltobel 2015

Dewan Siap Ambil “
Risiko Demi Cairnya
Dana Bansos-Hibah

% Panggil Gubernur untuk Kesepakatan
PencalramLewat Acuan Perda APBD-P

DENPASAR, NusaB

DPRD Bali habi kesabaran
atas macefnya pencairan dana
bantuan sosial (bansos) dan

hibah, menyusul adanya Surat
Edaran (SE) Mendagri yang

mengharuskan penerima ban-

'sos berbadan hukum. Dewan

pun akan panggil Gubernur Bali,
guna bikin kesepakatan untuk
mencairkan bansos dengan
acuan hukum Peraturan Daerah
(Perda) APBD Perubahan.
Ketua DPRD Bali, Nyoman
Adi Wiryatama, menegaskan
Dewan bisa mencairkan bansos
dan hibah dengan acuan hukum
Perda APBD Perubahan yang
sudah diverifikasi Mendagri.

Ini jauh lebih memungkinkan,

Kenmbang menunggu payung
hukum pencairan bansos me-
alui Peraturan Gubernur (Per-
gub) yang masih diajukan ke
Mendagn
Menurut Adi Wiryatama,
menga]u}mn Pergubke Mendag-
i untuk mencairkan bansos
an hibah justru tidak masuk
dan bisa tanpa legalitas.
oalnya, Mendagri belum pasti
akan meloloskan verifikasi Per-
gub yang diajukan dari Bali.
Nah, supaya rakyat yang sudah
menunggu bansos tidak menjadi
korban, kata dia, DPRD Bali akan
berinisiatif mencairkan bansos

! yang sudah masuk di Perda

| Bersambung ke Hal-15 Koo 5

!




APBD Perubahan 2015. ©

“Nanti kita panggil Gubernur,
kita kumpulkan seluruh 55 anggota
DPRD Bali. Kita bikin saja kesepaka-
tan demirakyat Bali. Bansos kan ha-
rus dicairkan. hliialaxgemkhiryang
kami rancang,” ujar Adi Wiryatama
di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala
Denpasar, Selasa (20/10).

Adi Wiryatama menegaskan,
demi bisa cairnya bansos dan hibah
ini, 55 anggota DPRD Bali nanti
harusjuga siap tanggung risikonya.
“Bagi saya, kalau berani bela

‘rakyat dengan segala risikonya,
lebih baik mundur saja. Hari ini
(kemarin) saya telepon Mendagri
Pak Tjahjo Kumolo, tapi katanya'
belum ada keputusan. Padahal,’
waktu sudah sangat mepet,” ujar
politisi senior PDIP yang mantan
Bupasa;txizg‘abanan 2000-2005 dan
2005-2010 ini. .

- Menurut Adi Wiryatama, pa-

ﬁg‘g hukum untuk pencairan -

sos bagi rakyat Bali sebena-

jelas, Perda APBD i
Perababan B07% pends ks
lanjutan dari Perda APBD Induk

2015. “Induk bisa cair, ini di tahun  tak me
“Soal pe
_ berbadan hukum, ketentuan itu

- kan baru berlaku tahun 2016 men-
- datang. Hasil konsultasi Panitia

yang sama kok tidak bisa cair? San-
gat aneh. Nanti kami rancang, De-
wan membuat statemen bersama.

Kasihan masyarakat menunggu |

terlalu lama cairnya bansos terse-
‘but,” tegas Adi Wiryatama.
bansoilyang difasilitasi DPRD
Bali dalam APBD Perubahan
2015, yang bisa menjadi SILPA
(Sisa Lebih Perhitungan Angga-
ran). “Dana ini sudah ditunggu
rakyat. Makanya, kita akan pang-
gil Gubernur, anggota Dewan
juga dirapatkan,” tegas poliisi

Rabu, 21 Hipbel

an Baturiti, Tabanan
jih suara terbanyak sed-
rsi DPRD Provinsi

Dapil Badung, Ida
Bagus Paglz ma, menyatakan
sepakat flengan pemikian Adi
Wiryatamb. Menurut IB Padakusu-
ma, bansg¢s sudah ditanya-tanya
masyarakat Bali. Kalausampai tidak
‘cair, anggpta Dewan sela g
memfasilifasi bansos akan malu.
"Kalar tidak cair akhir
tahun 20 i, bocok tiang (malu
saya). Kaspis ini mengulangi peris-
tiwa tahuh 2013 di mana bansos

ota Dewan kala
menemui rakyat,
; p telah berbohong,”
tisi Golkar asal Desa
ecamatan Abiansemal,
Badungini. |
Beda lagi statemen anggota
Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil
leng, Ketut Kariyasa Adnyana.

‘Menurut Kariyasa, dana bansos di

APBD Perubahan 2015 yang tidak
: bagian tak ter-
i APBD Induk 2015.

Angggaran (Panggar) DPRD Bali
uga sama: bgnsbsggzgenamyabisa
dicairkan. Cuma, karena penafsiran
%Mmdagrihﬂ(ﬁn;&sponseksléuﬁf
'emprov Bali) dengan mengirim-
3 b lagi, harus di "

kan ;
 tegas poliisi PDIP asal Busungbiu,

Sebaliknya, anggota Fraksi PDIP
DPRD Bali
Diana, mengatakan yang terpent-

asal Banjar Tegeh, Desa Angseri, ing dibutuhkan sekarang adalah

2e(3

15~

pil Gianyar, | Kadek
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siko Demi Cairnya Dana... v

ketegasan sikap Gubernur Made
Mangku Pastika. “Mau disesuai-
kan dei ketentuan peraturan,
silakan dan memang begitu. Tapi,
ada persoalan waktu disini. Ini kan
tidak bisa dibiarkan mengambang,
Adamasaberlakunyaanggaranitu,”
tandas Kadek Diana.

“Yang terpenting, ada sikap
alkan’ dan ‘kalau’. Kita ya sangat
berharap bisa segera diambil sikap
tegas dan pasti terkait pencairan
bansos ini,” lanjut politisi asal Su-
kawati yang juga mantan Ketua
Fraksi PDIP DPRD Gianyar ini.

Menurut Kadek Diana, sebet-
ulnya ada solusi kalau bansos dan
hibah tidak bisa cair. Yakni, ang-
garan yang diposting dihibahkann
atau, dialihkan ke belanja di SKPD

" (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

lewat program kegiatan. “Hanya
saja, harus dilakukan perubahan
KUA (Kebijakan Umum Angga-
ran) dan PPAS (Plafon Perencan-
aan Anggaran Sementara),” papar
Kadek Diana.

Sementara itu, Plt Karo Humas
Setda Provinsi Bali, Ketut Teneng,
mengatakan proses pencairan
dana bansos masih diverifikasi di
pusat. "Ya, sebaiknya tunggu dulu
itu. Pak Gubernur sendiri sudah
memproses seluruh anggaran yang
diajukan oleh m%signarakat,” ujar
Ketut Teneng saatdikonfirmasi Nu-
saBali secara terpisah di Denpasar,
Selasakemarin.

“Soal nanti ada undangan dari

‘Dewan, tentu melihat agenda

lanjut birokrat asal Desa Les, Ke-
camatan Tejakula, Buleleng yang
juga Kepala Inspektorat Provinsi
Bali. & nat ‘ !
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“HARIAN-UMUM = o

usa.

Dugaan Koru: s| Jembatan Lemukih

Sak81 Ngaku Tidak Pernah

TERDAKWA kasus dugaan korupsi jembatan Lemukih, H|

ruang sidang usai jalani persidangan di Pengadilan Tipior Denpasar, Selasa (20/10). .

¥ " & NUSABALIMENDRA
sya Agustina berjalan tinggalkan

Lihat Proyek e

beralasan dirinya tidak pemah
: ngecek proyek karena tidak
ada permintaan dari rekanan
proyek.

Namun Banuwati mengaku
; sempattandatangan hasil lapo-
' ran pengerjaan yang menye-
butkan sudah terealisasi 45
_ persen. Padahal, wanita beram-
but - pendek ini mengaku tidak
“pernah turun ke lokasi. “Lalu
- darimanaanda bisa tanda tan-
gan laporan hasil pengerjaan
45 persen ml”” tanya majelis
hakim. :

Banuwati yang sudah ter-
pojok tetap mengatakan tidak
tahu terkait laporan tersebut
dan hanya tanda tangan mengi-
kuti tanda tangan pejabat lain-
nya. “Saya hanya tanda tangan

DENPASAR, NusaBali

Sidang dugaan korupsi pemban- -

gunan jembatan di Desa Lemukih,

Buleleng dengan dua terdakwa, n

yaitu Wayan Wenten yang meru-

pakan Pejabat Pelaksana Teknis

Keglatan (PPTK) dan Hj Arisya
Agustina yang merupakan rekanan
proyek dilanjutkan di Pengadilan
Tipikor Denpasar, Selasa (20/10).
Dalam sidang, saksi Banuwati
yang merupakan Panitia Penerima

Hasil Pekegaan (PPHP) mengaku

~bagai PPHP,
- ke lokasi

Rathy, 2 Olboher 2015~

. tidak pernah turun ke lapangan

mengecelt proyek. Parahnya lagi,
juga mengaku tidak per-
nah meli at kontrak kerja. Hal ini
sempat memancing emosi majelis
hakim pi pman Dewa Gede Su-
arditha.

Ia me gatakan seharusnya se-
Banuwati harus.turun
ntuk mengecek proyek

tersebut. {Bukan hanya menerima
hasil pekdrjaan saja tanpa ngecek
kelokasi/felas Suarditha. Banuwati

S

saja karena waktu itu sudah
sore dan laporan harus selesai,”
ujarnya.

Keterangan Banuwati ini juga
sempat membuat kuasa hukum
kedua terdakwa emosi. Kuasahukum
Wenten, Made Adnyana sempat
menanyakan honor yang diterima
Banuwati sebagai PPHP. Meskipun
iatidak pernah melakukan pekerjaan
tersebut. “Saya dapat honor Rp 150
ribu tiap bulan selama 12 bulan,

_terangnya. & rez
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MANGUPURA, NusaBali ;
Eksekutif akhirnya buka suara soa i

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas  ||A
Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
sebesar Rp 37 miliar. Anggaran sebe- '|Kompyang R Swandika

sar itu tiba-tiba muncul pada RAPBD ; erdarlmana anggaran itu berasal.
2016, padahal tidak pernah dibahas [Menu Rp 37 miliar didapat
di dewan. Versi eksekutif, anggaran itu|  |dari sisa Silpa tahun anggaran sebel-
didapat dari sisa Silpa tahun anggaran’ |umnya. S’oalumhkapa dana itu, Sekkab

+ Il

sebelumnya. | |Ba gatakan, penggunaan
Penjelasan eksekutif dxlakuk':ﬁ /langgaral ;pe t digunakan untuk be-
Ketua Tim Anggaran Pemerintah '{lanja; penting. "]adlanggamn

Daerah (TAPD) Kompyang R Swandika, 'litu sifatnya penting,”
saat rapat bersama Badan Anggaran elasnya Mlsal y:latpembehan mobil
(Banggar) di kantor DPRD Badung, ' 'pemadam keb {damkar) semlax
Selasa (20/10), yang dihadiri Penjabat | Rp 14 miliar dan lain-lain. i
(Pj) Bupati Badung I Nyoman Hari‘}j ' Terkait den nkﬁuttihan armada
Yudha Saka. - damkardi Badung, diperjelas lagi sema-
Pada rapat yang dimulai sekitar ta-mata untuk kebutuhan. la mengaku
pukul 09.00 Wita tersebut, Koordina- L ‘walaupun kendaraan damkar sudah
tor Banggar | Made Sunarta yang juga .’fbanyak, tapi tidak ada yang bertangga.
Wakil Ketua Il DPRD Badung langsung 18- “Jadi, kalau ada kebakaran gedung bert-
buka- bukaansoalanggaranyangdlduga ingkat, kami tak berdaya,” ujar pejabat
‘siluman’ itu. Pasalnya anggaran tidak asal Kerobokan, itu.
sepengetahun dewan. Karenanya, pada. ~  Selain damkar, dana Rp 37 miliar
kesempatan tersebut eksekutif perlu = juga digunakan untuk membuat kelas
memberikan penjelasan agarsemuanya\ l baru di beberapa sekolah. Sayangnya,
jelas. | tak dijelaskan dengan rinci di mana saja
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alokasi anggaran akan dikucurkan. || - melalui pembahasan dengan dewan,
Kompyang R Swandika juga mgnya- akan tetapi selama ini hal itu tidak
takan walau KUA-PPAS sudah ditg dilakukan. Raker akhirnya dihentikan
utup  oleh Sunarta, dan meminta eksekutif
- memberikan penje secara tertulis.
i : ;; ~_Menanggapi masalah ngadatnya
_ ‘ ranyangd duga smbah itu, Pj Bupati Badung Yudha Saka
“siluman’ itu, rapat kerja kemarin| jug f skan, dana hibah tahun 2015
kembali menyoal ngadatnya pencpiran tldak isa cair. “Sekali lagi, ini bukan
danahibah. Ironisnya, saatdewan iem-  masalah berani atau tidak berani. Se-
persoalkan hibah, eksekutif berericaha . muanya harus sesuai dengan aturan
memasang tambahar kesejaht £ yaitu Undang-undang 23 Tahun 2014
PNS. Tak tanggung-tan gtambahan - tentang pemerintah daerah,” ]elas bi-
kesejahteraan bagi PNS nyaris setenga rokrat asal Buleleng, itu.
triliun yaitu Rp 408 miliar Dena ~ Walau demikian, pihaknya menya-
cana penam arti akan ter-  takan dana hibah baru akan dicairkan
jadi lonjakan cuku besar dibandx gkan pada tahun 2016. Bahkan tak bisa
tahun 2015 yang sebesar Rp 311 njiliar.  secara cuma-cuma seperti yang sudah-
Tak ayal hal itu membuar gerahjang-  sudah, mengingat bantuan dana hibah
3 akan diberikan dalam bentuk kegiatan.
pegawai (TPP) tahun 2015 mencappiRp ~ Pihaknya berjanji akan mengalihkan
311 miliar, kemudian pada tahun 2016  proposal dana hibah yang difasilitasi
dirancang Rp 408 miliar, itu dibagitbagi dewan masuk dalam APBD desa (APB-
oleh pegawai. Sedangkan hibah untu Des). Selain APBDes, proposal juga akan
j i isa dicairka dlwujudkan dalam bentuk kegiatan fisik
kata Ketua Komisi Il DPRD Badung satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Nyoman Satria. “Sebenarnya ini masalah nasional, tidak
a- hanya di Bali. Seluruh Indonesia juga
sudah seperti ini,” imbuhnya. & as
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Niisa

- Inspektorat
Usut Per
Ruko

Inspektorat juga
diminta menelusuri
kerugian daerah
dari pengelolaan
ruko itu.

NEGARA, NusaBali

Inspektorat diperintahkan
mengusut dugaan ruko Pemkab
Jembrana di dekat Terminal
Manuver Pelabuhan Gilimanuk
yang diduga disewakan oknum
kelurahan. Selain menelusuri
kebenaran informasi itu, Inspe-
ktorat juga diperintah melacak
kerugian daerah yang timbul
dari pe-ngelolaan ruko yang
diserahkan ke Kelurahan Gili-
manuk itu.

Sekkab Jembrana, 1 Gede
Gunadnya mengaku baru me-

K waan ruko di dekat Terminal
Manuver Pelabuhan Gilima-
nuk itu. Gunadnya mengaku
dapat informasi dari Asisten
I Setda Jembrana, | Made Su-
diada yang kebetulan mengi-

kuti rapat kerja bersama’

DPRD Jembrana mengenai

ngetahui informasi penye- -

kerusakfii
eran Pura
Gilimanuyk
(19/10).
“Kami [pi
kan Ins

apa yang sudah
dijalankan, dan
tidak tahu pasti
tentang pungutan
Rp 150.000 per bu-
lan bagi penyewa

at segernal ruko. la membena-
Apakah - rkan jika dari 30
ini bena unit ruko, 7 unit
dak,” tepap ditempati ‘pen-
nadnyall 8 duduk pendatang
(20/10). (1 (duktang) yang pe-
Selain|imencari xwsasau  Kerjaannya sebagai
kebenargn|infor- Gede éunadnya pedagang.
masi perjyalahgu- Sebaliknya,
naan rukg, Inspektorat ]pga penyewa ruko mengungkap
diminta menelusuri kerugian hanya ada 6 ruko yang masih
daerah darijpengelolaan ruko kosong. Penghuni ruko tak
itu. Sebali ada dugaan pung- hanya dari pedagang, tapi juga
utan yang disebutkan diserah- ada buruh hingga cewek kafe

ahan Gilimanuk.
Perlu dicgk muara pungutan
rlabuh.
“Apak#h/memang masuk
ke kas dderph atau menguap
{ita akan minta kete-
rangan da ri Lurah,” imbuhnya.
Sebelulnnya, Lurah Gilima-
nuk I Ge¢le|Ngurah Widiada
membantali dugaan penye-
waan ruliojyang mengarah
liar tersebut. Ia
‘hanya mewarisi

di seputaran Gilimanuk. Mer-
eka mengaku menyetor dana
Rp 150 ribu per bulan yang di-
pungut oknum kelurahan. Jika
tak punya uang, bisa dibayar
Rp 5.000 per hari.

Ruko ini dibangun di
era kepemimpinan Bupati
Jembrana | Gede Winasa pada
tahun 2000. Selanjutnya,
ruko ini diserahkan ke
Kelurahan Gilimanuk untuk
pengelolaannya. @& od
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DENPASAR, NusaBali

Dua terdakwa kasus dugaan ko-
rupsi pavingisasi Jalan Gajah Mada,
Denpasar, yaitu Alit Widhiadnyana
AS (Direktur PT Alit Wirajaya) dan
Ngurah Kosala Cakrawerthi (Direktur
CV Unika Design) dituntut 1,5 tahun
penjara dalam sidang yang digelar

Selasa (20/10).

alam amar tuntutan yang di-
bacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU),
Agus Suraharta dkk di hadapan majelis
hakim pimpinan Achmad Peten Sili din-
yatakan jika kedua terdakwa bersalah
sesuai pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor
31 tahun 1999 tentang tindak pidana
korupsi yang telah dirubah dengan
UU nomor 20 tahun 2001 tentang
perubahan UU nomor 31 jo pasal 55
ayat 1 KUHP.

Setelah mempertimbangkan hal
memberatkan, yaitu kedua terdakwa
tidak mendukung upaya pemerintah
dalam pemberantasan korupsi. Serta
hal meringankan bersikap sopan dan
mengakui perbuatannya, JPU memba-
cakan tuntutan untuk keduanya. “Men-
jatuhkan hukuman penjara selama satu
tahun enam bulan ditambah denda Rp
50 juta subsider tiga bulan penjara,”
ujar JPU dalam tuntutannya.

Majelis hakim akan melanjutkan
sidang pada pekan depan dengan
agenda pembacaan pledoi (pembe-
laan). “Sidang kita tunda satu minggu
untuk pledoi,” pungkas Peten Sili. Sep-
erti diketahui, kasus ini berawal dari

| Kasus Dugaan Korupsi

Dua Terdakwa Dit

di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar;

‘ vingisasi Jalan Gajg-h Mada 3
ntut Hukuman Ringan

® NUSABALI/HENDI

3s dugaankompsipavi\gisasiHanGajahMada,DenpmuvdmAﬁthhiad-
‘ hKosa!aCakrawaﬂiMskhngdiPengadiMﬂpﬂwDenpasanSelasa(me.

1 Gajah Mada, Denpasar

an heritage. .
ilakukan pedestrian

ada dengan anggaran 3,1

akukan tender, didapat
pemenang PT |lit Wirajaya dengan
penawaran Rp 2,5 miliar. Selain mene-
tapkan pemenang tender PT Alit Wira-
jaya yang dipimpin Alit Widhiadnyana,
juga ditetapkari konsultan pengawas CV
Unika Desain h g dipimpin terdakwa
Ngurah Kosala (akrawerti dengan nilai
kontrak Rp 49,9|juta. Penyelewengan

mulai terjadi sagt proyek dilaksanakan.
__ Pasalnya, dalgin pelaksanaan proyek

tidak sesuai dengan perencanaan atau
DED (Detail Engenering Design). Di
antaranya dengan adanya peruba-
han volume karena tidak dipasangnya
paving di atas jembatan Jalan Gajah
Mada. Atas pekerjaannya ini PT Aljt
Wirajaya menerima pembayaran
hingga Rp 2,2 miliar lebih. Namun
dari hasil audit BPKP Wilayah Bali
ditemukan realiasasi anggaran negara
Rp 2, 2 miliar sementara nilai fisik
yang diterima hanya Rp 2 miliar lebih,
Sehingga ada kerugian negara Rp 210.
541.795. & rez
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- Meski proyek itu
milik Badan Usaha
Milik Negara yang
berhubungan
langsung dengan
Pemerintah Pusat,
kegiatan itu harus
mengikuti aturan
yang ada di kabu-

©® NUSABALI/SUDIRTA

LOKASI proye! mbangunan dermaga curah cair di Celukan Bawang yang

: paten' d%atangi_Sat | PP Buleleng kemarin.
SINGARAJA, NusaBali 4 menutup palfsa pembangunan pekerja yang tidak meng'etahui
PT Pelabuhan Indonesia 11, tersebut. b apapun. Karena tidak menemu-
Celukan Bawang tengah mem- Data di lokhisi menyebut, der-  kan siapapun, rombongan Pol PP

bangun sebuah dermaga baru. maga curah
di kawasan Pelabuhan Celukan dengan panjatfg

Bawang. Dermaga itu nantinya gahlaut, danI¢b - Di situ, rombongan Pol PP
diperuntukkan sebagai dermaga papan proyek{ tidak disebutkan hanya ditemui oleh seorang
curah cair yang posisinya tidak nilai proyek. Namun proyek itu  staf umum Pelabuhan Celukan
jauh dari dermaga dari sebuah dikerjakan olth PT Adhi Karya Bawang Antok Dewanto. “Kami
perusahaan semen. bertanggal kepitrak 10 Februari sudah tiga kali kesini, pertama

Namun, belakangan diketa- 2015. 1 ' kami tidak temukan siapapun di
hui pembangunan itu disinyalir Rombongzh Satpol PP yang lokasi, kedua kami kesini sudah
belum kantongi izin mendirikan  dipimpin langfung Kepala Badan  minta agar pihak Pelindo 11l da-
bangunan (IMB) dan izin lainnya  Satpol PP, I Made Budi Astawa, tangke kantor untuk menjelaskan
dari Pemkab Buleleng. Satpol PP tidak menemy{kan pejabat yang perizinan, tapi juga tidak ada
Pemkab Buleleng yang kembali bisa membetikan keterangan respon, sekarang kami kesini lagi
turun untuk ketiga kali ke lokasi, terkait proyex tersebut. Rom-  juga belum mendapat penjelasan
Selasa (20/10) siang, mengancam bgngan hanyz diterima seorang apapun, tapi kami tetap minta

ir itu dibangun lantas menuju kantor Pelindo III

Celukan Bawang.
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|

tetap da n‘
'ke kantor,” kata Kepala Badfa
Satpol PP Budi Astawa. ,
“Menurut Budi Astawa, sefa
lipun proyek itu milik c|=
Usaha &il' Negara (BUMN) y3
berhubungan langsung deng}
Pemerintah Pusat, kegiatan ||t
harus mengikuti aturan yang a}i
di kabupaten. Masalahnya kalfu-
paten selain memiliki Peratuthn
Daerah (Perda), juga sebagai l e
rumah dari kegiatan tersebut.
“Kami memiliki aturan juga,|}
mesti disampaikan juga ke kathi
Sehingga Pemkab-Buleleng jufa
mengetahui pembangunan itu. i
(Pelabuhan Celukan Bawang,re l)“
kanada di daerah Buleleng,” ujarh-

Budi Astawa juga meminfa
agar, aktivitas di proyek tersebjfit
dihentikan sementara, sebel
ada kejelasan dari pemilik proyflk
menjelaskan perizinan yang sud4
dikantongi. Budi A;glwa juga mg-
minta agar pihak Pelindo III, bi i
memberikan klarifikasinya denggh
‘datang ke Kantor Badan Satpol B
“Nantikita lihat perkembangann |8
kami masih memberikan waktj,

kalau memang tidak ada penjelf-
san, kami terpaksa segel kegiatd
itu,” tandasnya. °

Sementara, staf umum Pelab
han Celukan Bawang Antok D¢

PPK RI Perwakilan Provinsi Bali

wanto menyebut, dari dokumen
yang ada, pembangunan dermaga
curah cair itu telah kantongi UKL/
UPL dari Pemprov Bali:Namun, ia
sendiri kurang mengerti secara
detail tentang proyek tersebut.
“Secara tata krama semua kegia-.
tan dalam pelabuhan menjadi ke-
wenangan kesyahbandaran otori-
tas pelabuhan, silakan dikonfir-
masi ke sana,” ujarnya singkat.
Di tempat yang sama Perbekel
Desa Celukan Bawang M Azhari
yang mendampingi rombongan
Satpol PP menyebut, pembangu-
rian dermaga curah cair itu sudah
disosialisasikan pihak Pelindo
kepada masyarakat. Bahkan se-
ingatnya, dalam sosialisasi itu di-
hadiri sejumlah pejabat dari Dinas
Perhubungan dan pejabat lainnya.
“Waktu sosialisasi itu sudah
disebutkan kajian UKL/UPL, ka-
rena sudah ada seperti itu, saya
kira perizinannya sudah lengkap,
Apalagi ada pejabat instansi
terkait juga hadir” terangnya.
Menurut Perbekel M Azhari,
terkait dengan pembangunan
itu, pihaknya sudah pindah-
kan kurang lebih 20 nelayan
yang sebelumnya tempati lokasi
proyek sebagai tempat tambatkan
perahu mereka. Para nelayan itu
kini dipindah ke tempatlain yang
sudah disetujui nelayan. & k19
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Perusda Bali

harus menyiapkan
modal awal Rp
1,25 miliar dari
anggaran sebesar
Rp 25 triliun, untuk
pembangunan
empat ruas jalan
tol.

DENPASAR, NusaBali

Jajaran Perusahaan Daerah
(Perusda) Bali mengklaim akan
mengoptimalkan pemanfaatan
aset yang dimiliki sebagai salah
satu upaya untuk pemenuhan

modal awal pembangunan em-
patruas jalan tol,; bekerja sama
dengan salah satu anak perusa-
haan PT Waskita Karya.

“Kami harus menyiapkan
modal awal sekitar Rp. 1,25
miliar. Kami harus punya modal
untuk itu,” kata Direktur Utama
Perusda Bali I Nyoman Baskara,
di Denpasar, Selasa (20/10).

Untuk pemenuhan modal
awal itu, pihaknya akan mem-
percepat penyelesaian Taman
Tohpati, Denpasar, serta men-
goptimalkan aset lainnya di
kawasan Kreneng, Denpasar
yang diberikan hak sewa men-
jadi Mandara Graha.

“Memang untuk keseluruhan
biaya yang diperlukan sekitar
Rp 25 triliun, itu sudah terma-
suk untuk pembebasan lahan.

Raby, 2| oltokeS 20(S

Tetapi lkuk modal awal itu
sekitar Rl 20 miliar, dan Pe-
rusda Balli| perlu menyiapkan
Rp 1,25 \ lar,” ucapnya.

Waskif® Toll Road (WTR)
sebagai |t@lah satu anak pe-
rusahaalf [PT Waskita Karya
sebelumiya menyatakan akan
menggangl@éng Perusahaan Dae-
rah Bali |Jfituk merealisasikan
rencana pgmbangunan empat
ruas tol |$@panjang 125 kilo-
meter.

“Kami Jjigin mengawal dalam
artian se proses perenca-
naan dan| fosialisasi dari ide
besar ini.|[lpl merupakan infra-
struktur |$firategis yang harus
kami kawlldan peran Perusda
juga fasi|iftator kepada ma-
syarakat dlijdaerah-daerah yang
akan dil , termasuk proses
perizinar #} a,” kata Baskara.

Selain||f,, Perusda Bali juga
akan menptupdate atau memu-
takhirkan|§tudi kelayakan (FS)
terkaifgpbihbangunan empat
ruas tol |f@rsebut yang akan
dimulai p§éla 2016.

Bebenhbba waktu sebel-
umnya, ektur Keuangan

Waskita

mengatakl
menggan
akan men
Mandara.

Feri me
WTR meru

haan Wask|

melakuka
pembangu
donesia. Sa

‘usaha jalar

Road Feri Purwadj
ui Gubernur Bali
pihaknya dengan
'ng .Perusda Bali
entuk Waskita Bali

{i
il
H

“I
wemukakan bahwa
Bekan anak perusa-
a Karya yang fokus
investasi dalam
ran tol di seluruh In-
tini, delapan badan
tol telah diakuisisi

3

ersiap
Tol

ﬂ'PK Rl Perwakilan Provinsi Bali

oleh WTR. 4

“Langkah ini merupakan
salah satu prasyarat bagi
Waskita sebagai pemrakarsa
pembangunan jalan tol di Bali.
Terbentuknya Waskita Bali
Mandara merupakan perkem-
bangan positif dalam rencana
pembangunan jalan tol di Bali,”
ujarnya.

Empat ruas jalan tol yang
rencananya dibangun antara
lain ruas Kuta-Canggu-Tanah
Lot-Soka sepanjang 28 kilo-
meter, Soka-Pekutatan 25,1
kilometer, Pekutatan-Gilima-
nuk 54,4 kilometer dan Peku-
tatan-Lovina sepanjang 46,7
kilometer. Untuk tahap awal,
pihak Waskita rencananya akan
menggarap ruas Kuta-Canggu-

‘Tanah Lot-Soka. & ant




